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UPPPD WILAYAH KEMBANGAN

317401100701205010
 

GG MASJID V 3 RT: 003 RW: 07
KEMBANGAN UTARA
KEMBANGAN
JAKARTA BARAT

H. SABAH.M,SH
KP SAWAH WITANA
RT: 003 RW: 07
KEMBANGAN UTARA
JAKARTA BARAT 11610

BUMI 136 149 2.779.000 377.944.000
BANGUNAN 80 042 1.200.000 96.000.000
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NOL RUPIAH

30 SEPTEMBER 2023 JAKARTA BARAT, 31 MARET 2023
KEPALA

BANK DKI, BRI, BRI SYARIAH, BCA, MANDIRI, BNI, BTN, MAYBANK,
CIMB NIAGA, MNC, BJB, DANAMON, BUKOPIN, OCBC NISP, PT.POS,
INDOMARET, ALFAMART, TOKOPEDIA, DANA

UPPPD WILAYAH KEMBANGAN
 

H. ERWIN ARSYAD, SH, M.E
NIP. 196709031995031001



P E R H A T I A N

1. NOP adalah Nomor Objek Pajak (NOP) dalam administrasi PBB
2. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak

diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak
3. Pembayaran dilakukan di tempat-tempat pembayaran dan dengan mekanisme yang telah

ditentukan
4. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai

berikut:
a. Denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar maksimum

24 bulan sebesar 48%, atau
b. Ditagih dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib

Pajak
5. Apabila dalam SPPT ini ada hal-hal yang meragukan, Wajib Pajak dapat menghubungi UPPPD

Setempat atau melalui call center badan pendapatan daerah 1500177. Untuk mengetahui validitas
esppt ini dapat dilakukan dengan cara memindai barcode tanda tangan elektronik.

6. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
7. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu lainnya, yang ada

hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT

8. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak
9. Batas waktu tersebut pada butir 6 dan 7 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan

bahwa hal tersebut di luar kemampuannya
10. Apabila ada perubahan data objek dan/atau subjek pajak, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib

Pajak harus melaporkan perubahan tersebut melalui pajak online atau dapat langsung ke UPPPD
setempat untuk dilakukan pemutakhiran data.

11. Tarif PBB:
a. 0,01% untuk NJOP < Rp200.000.000
b. 0,1%   untuk NJOP Rp200.000.000 s.d. < Rp2.000.000.000
c. 0,2%   untuk NJOP Rp2.000.000.000 s.d. < Rp10.000.000.000
d. 0,3%   untuk NJOP ≥ Rp10.000.000.000

SEGALA BENTUK PELAYANAN PAJAK DAERAH TIDAK DIPUNGUT BIAYA





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Data Tunggakan PBB-P2 Per Tanggal 13 April 2023.

NOP Tahun SPPT Nilai PBB-P2 Status Pembayaran

317401100701205010 1997 Rp. 44,000 BELUM LUNAS

317401100701205010 1995 Rp. 34,208 BELUM LUNAS
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